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BUPATI LOMBOK BARAT 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT 

NOMOR 58 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN REKLAME 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LOMBOK BARAT, 

a. bahwa dengan semakin berkembanganya iklim usaha di 
Kabupaten Lombok Barat berakibat pada semakin 
banyaknya produsen yang memperkenalkan barang dan 
jasanya kepada masyarakat melalui reklame yang 
ditempatkan di tempat umum; 

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 
reklame yang seimbang dan terintegrasi antara aspek 
etika, estetika berdasarkan tata ruang wilayah, sosial, 
budaya, ketertiban dan keamanan, keselamatan, 
kepastian hukum, kemanfaatan potensi daerah, dan 
aspek pendapatan daerah untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, 
diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reklame; 

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 

2.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 
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4. 
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pena­ 
taan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 725) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6018 ) ;  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 
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10 .  Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok 
Barat Tahun 2 0 1 1  Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106); 

1 1.  Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10); 

12 .  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pokok­ 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat 
Nomor 182); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN 

REKLAME. 

BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten .Lombok Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lombok Barat. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 

6. Dinas Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya 
disebut Disperkim adalah Dinas Perumahan dan 
Permukiman Kabupaten Lombok Barat. 

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Lombok Barat. 

8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang 
selanjutnya disebut Diskominfotik adalah Dinas 
Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten 
Lombok Barat. 
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9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

10.  Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Lombok Barat. 

1 1 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

12 .  Reklame adalah benda, alat, perbuatan a tau media yang 
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 
komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat 
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati 
oleh umum. 

13 .  Pajak Reklame adalah pungutan Daerah atas 
pemasangan Reklame. 

14.  Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan 
pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk 
pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengawasan, 
pengendalian dan penertiban Reklame dalam rangka 
mewujudkan pemanfaatan ruang Daerah yang serasi. 

15 .  Penyelenggara Reklame adalah perseorangan, badan 
hukum, lembaga pemerintahan dan lembaga non 
pemerintah yang menyelenggarakan Reklame, baik untuk 
dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama 
pihak lain yang menjadi tanggungannya. 

16.  Lokasi adalah ruang atau wilayah dengan batasan 
tertentu sesuai dengan pemanfaatan ruang atau wilayah 
tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan 
Reklame. 

17 .  Reklame Elektronik/Digital adalah Reklame yang 
menggunakan layar monitor yang digerakan secara 
terprogram melalui sistem yang menyajikan program 
Reklame atau visual baik berupa film dan/ a tau gambar 
dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau 
bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik dan/ 
atau sumber tenaga lainnya. 

18.  Reklame Elektronik/Digital Berjalan pada kendaraan 
adalah Reklame yang menggunakan layar monitor yang 
digerakkan secara terprogram melalui sistem yang 
menyajikan program Reklame atau visual baik berupa 
film, gambar, tulisan yang dapat berubah-ubah dan 
bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik yang 
ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang 
diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan 
bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya. 
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19.  Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan 
dengan rnenggunakan bahan kain, terrnasuk kertas, 
plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. 

20. Reklame Papan/ Billboard adalah Reklame yang terbuat 
dari bahan metal, papan kayu, calibrate, vinyl terrnasuk 
seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada 
bangunan atau konstruksi Reklame yang secara khusus 
dibangun dan diperuntukkan bagi pernasangan dan 
penayangan Reklame. 

2 1 .  Reklarne Graffiti adalah Reklame yang diselenggarakan 
dalam bentuk coretan yang bernuansa seni (art) dengan 
rnenggunakan kornposisi warna, garis, dan bentuk untuk 
rnenginformasikan atau rnernprornosikan suatu produk 
barang atau jasa yang diselenggarakan pada dinding atau 
Media bangunan. 

22. Pengawasan adalah fungsi yang rnenjamin bahwa 
kegiatan dapat rnernberikan hasil seperti yang diinginkan 
dan diarahkan sepenuhnya untuk rnenghindari adanya 
kernungkinan penyirnpangan atau penyelewengan dari 
tujuan. 

23. Pengendalian adalah suatu tindakan Pengawasan yang 
disertai tindakan korektif. 

24. Ruang Daerah adalah wilayah yang rneliputi ruang 
daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu 
kesatuan wilayah di Daerah ternpat rnanusia dan 
rnakhluk lainnya hidup dan rnelakukan kegiatan serta 
rnernelihara kelangsungan hidupnya. 

25. Media Reklame adalah bagian dari konstruksi yang 
digunakan sebagai ternpat penyajian Reklame. 

26. Kawasan adalah ruang yang rnerupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang 
batas dan sisternnya ditentukan berdasarkan aspek 
fungsional serta rnerniliki ciri tertentu. 

27. Kawasan Kendali Ketat adalah Kawasan untuk 
Penyelenggaraan Reklame dirnana jenis, titik Lokasi, 
bentuk, dan ukuran Media Reklame dikendalikan secara 
ketat dan disesuaikan dengan penataan Ruang Daerah. 

28. Kawasan Kendali Sedang adalah Kawasan untuk 
Penyelenggaraan Reklame dirnana jenis, titik Lokasi, 
bentuk, dan ukuran Media Reklame dikendalikan secara 
sedang dan disesuaikan dengan penataan Ruang Daerah. 

29. Kawasan Kendali Rendah adalah Kawasan untuk 
Penyelenggaraan Reklame dirnana jenis, titik Lokasi, 
bentuk, dan ukuran Media Reklame dikendalikan secara 
rendah dan disesuaikan dengan penataan Ruang Daerah. 
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30. Kawasan Khusus adalah Kawasan untuk 
Penyelenggaraan Reklame pada area Pemerintah Daerah 
yang dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga, dengan 
jumlah titik, bentuk, dan ukuran Media Reklame 
disesuaikan dengan penataan Ruang Daerah. 

3 1 .  Sarana dan Prasarana Daerah adalah bagian dari Ruang 
Daerah yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Daerah, 
yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum sesuai 
dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana 
Daerah. 

32. Penunjang Kelengkapan Daerah adalah keseluruhan 
ornamen Sarana dan Prasarana Daerah. 

33. Bangunan Reklame adalah struktur bangunan yang 
diperuntukkan bagi Penyelenggaraan Reklame yang 
meliputi konstruksi berikut Media Reklame yang dipikul 
atau disangga dengan segala sesuatu yang terinstalasi 
pada bangunan tersebut. 

34. Konstruksi Reklame adalah satu kesatuan struktur yang 
dibuat dari jenis bahan tertentu, yang dimaksudkan 
untuk membangun Bangunan Reklame dalam suatu 
pengikat sebagai pemikul atau penyangga Media 
Reklame. 

35. Titik Reklame adalah tempat konstruksi Media Reklame 
ditempatkan, diletakkan dan/ atau didirikan. 

36. Peletakan Reklame adalah tempat Titik Reklame 
ditempatkan atau diletakkan. 

37 . Sewa Titik Reklame adalah pemanfaatan barang milik 
Daerah berupa Titik Reklame pada Sarana dan Prasarana 
Daerah oleh pihak Penyelenggara Reklame dalam jangka 
waktu tertentu dengan membayarkan harga sewa kepada 
Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian sewa 
menyewa Titik Reklame antara Pemerintah Daerah dan 
Penyelenggara Reklame. 

38 .  Harga Sewa Titik Reklame adalah harga sewa yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap Titik 
Reklame. 

39. Bahu Jalan adalah suatu ruangjalan yang berada antara 
tepi konstruksi jalan dan batas kepemilikan pada ruang 
milik jalan. 

40. 

4 1.  

Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan untuk 
Penyelenggaraan Reklame yang memuat, antara lain: teks 
Reklame, gambar Reklame, atau logo Reklame, jenis 
Reklame, Lokasi Titik Reklame, jangka waktu, dan 
ukuran Media Reklame. 

Gambar Tata Letak Bangunan - Bangunan Reklame yang 
selanjutnya disebut TLB-BR adalah gambar rencana 
Peletakan Reklame bagi pemasangan Reklame yang 
memerlukan konstruksi. 
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42. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada Penyelenggara Reklame yang 
membiayai pembangunan atau renovasi Sarana dan 
Prasarana Daerah dan Penunjang Kelengkapan Daerah 
dalam bentuk Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan 
perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan 
Penyelenggara Reklame. 

43. Biaya Jaminan Bongkar Reklame yang selanjutnya 
disebut BJB Reklame adalah biaya yang dititipkan oleh 
Penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang 
akan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
membongkar Reklame dan pemulihan atau perbaikan 
kembali Lokasi bekas diselenggarakannya Reklame jika 
Penyelenggara Reklame tidak memenuhi kewajibannya 
sampai dengan batas waktu yang diizinkan. 

44. Pengembalian Biaya Jaminan Bongkar Reklame yang 
selanjutnya disebut Pengembalian BJB Reklame adalah 
pengelolaan pengeluaran kas bruto yang tidak 
dianggarkan dalam APBD karena telah terpenuhinya 
suatu kewajiban di masa lampau, dan dengan 
terpenuhinya kewajiban tersebut maka Kas Daerah akan 
mencatat sebagai pendapatan hasil eksekusi atas BJB 
Reklame. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1 )  Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 
dalam pengendalian Penyelenggaraan Reklame yang 
berlandaskan keselamatan, keamanan, kesehatan, 
ketertiban umum, kemanfaatan, keagamaan, kesusilaan, 
kesopanan, keindahan lingkungan, kepatuhan, dan 
kepastian hukum serta menjaga Ruang Daerah tetap 
berkualitas sesuai dengan rencana Daerah. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 

a. mewujudkan ketertiban dan keindahan Ruang 
Daerah; 

b. mengoptimalkan penerimaan Daerah; dan 

c. menjamin adanya kepastian hukum dalam 
Penyelenggaraan Reklame. 

Pasal 3 

(1 )  Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), pelayanan 
Penyelenggaraan Reklame didasarkan pada prinsip 
sebagai berikut: 

a. transparansi; 

b. akuntabel; 

c. seimbang; 
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d. keamanan dan keselamatan; dan 

e. kepastian hukum. 

(2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf 
a berarti bahwa Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan 
secara terbuka kepada masyarakat untuk memperoleh 
data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur. 

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b 
berarti bahwa Penyelenggaraan Reklame harus dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(4) Seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf c 
berarti bahwa Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan 
atas dasar keseimbangan antara kualitas Ruang Daerah 
dan penerimaan Daerah. 

(5) Keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1)  huruf d berarti bahwa setiap Penyelenggara 
Reklame harus memberikan jaminan keamanan dan 
keselamatan kepada masyarakat. 

(6) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
huruf e berarti bahwa pelayanan dalam Penyelenggaraan 
Reklame harus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 

a. jenis Reklame; 

b. perencanaan; 

c. pemanfaatan Titik Reklame; 

d. Penyelenggaraan Reklame; 

e. BJB Reklame; 

f. pelayanan perizinan Reklame; 

g. pungutan Daerah; dan 

h. Pengawasan, Pengendalian, dan penertiban Reklame. 

BAB III 

JENIS REKLAME 

Pasal 5 

( 1) Jenis Reklame meliputi: 

a. Reklame Papan/ Billboard, termasuk neon box, neon 
sign, Reklame gapura, standing banner, Reklame 
Graffiti, Reklame deret, dan sejenisnya; 

b. Reklame Elektronik/Digital, meliputi: Reklame 
megatron, videotron, large electronic display, running­ 
text, termasuk Reklame dengan menggunakan 
teknologi modern yang dapat menghasilkan cahaya 
pada intensitas pencahayaan tertentu; 

c. Reklame Kain seperti umbul-umbul dan spanduk; 
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d. Reklame Melekat ( stiker), yaitu Reklame yang 
berbentuk lembaran, lepas, termasuk kalender yang 
diselenggarakan dengan cara ditempelkan, 
dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu 
benda atau dengan cara pengecetan pada suatu 
media antara lain dinding bangunan, atap bangunan 
dan sara pendukung lainnya; 

e. Reklame Selebaran, yaitu Reklame yang berbentuk 
lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara 
disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan 
ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, 
dipasang, digantungkan pada suatu benda lain; 

f. Reklame Berjalan atau kendaraan; 

g. Reklame Udara, yaitu Reklame yang diselenggarakan 
di udara dengan menggunakan balon gas, laser, 
pesawat atau alat lain yang sejenis; 

h. Reklame Suara, yaitu Reklame yang diselenggarakan 
dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan 
atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau 
dengan perantara alat; 

1. Reklame Slide atau film; 

j.  Reklame Peragaan, yaitu Reklame yang 
diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu 
barang dengan atau tanpa disertai suara; 

k. Reklame Laser; 

1. Reklame Apung, yaitu Reklame yang diselenggarakan 
dengan cara terapung di permukaan air; 

m. Reklame Graffiti; 

perkembangan 

pada Berjalan n. Reklame Elektronik/Digital 
Kendaraan; dan 

o. jenis Reklame lainnya sesuai 
teknologi periklanan luar ruang. 

(2) Rancang bangun Reklame meliputi ukuran (dimensi), 
konstruksi, dan penyajian. 

Pasal 6 

Ruang Daerah untuk penyelenggaraan jenis Reklame 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) ,  sepenuhnya 
menjadi kewenangan dan pemanfaatannya diatur oleh 
Pemerintah Daerah. 

BAB IV 

PERENCANAAN 

Bagian Kesatu 

Kawasan Persebaran Peletakan Titik Reklame 

Pasal 7 

Kawasan persebaran peletakan Titik Reklame meliputi: 
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a. Kawasan Penyelenggaraan Reklame; dan 
b. Kawasan tanpa Penyelenggaraan Reklame. 

Bagian Kedua 
Kawasan Penyelenggaraan Reklame 

Pasal 8 

Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: 
a. Kawasan Kendali Ketat; 
b. Kawasan Kendali Sedang; 
c. Kawasan Kendali Rendah; dan 
d. Kawasan Khusus. 

Pasal 9 

Kawasan Kendali Ketat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a terdiri atas: 
a. Zona Persimpangan Jalan; 
b. Zona Bundaran; dan 
c. Zona Median Jalan. 

Pasal 10 

( 1 )  Penetapan ruas jalan, tata cara pemasangan Reklame, 
dan batasan teknis Penyelenggaraan Reklame pada 
Kawasan Kendali Ketat diatur sebagaimana tercantum 
dalam Larnpiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Penetapan ruas jalan, tata cara pemasangan Reklame, 
dan batasan teknis Penyelenggaraan Reklame pada 
Kawasan Kendali Sedang diatur sebagaimana tercantum 
dalam Larnpiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Penetapan ruas jalan dan tata cara pemasangan Reklame 
pada Kawasan Kendali Rendah diatur sebagaimana 
tercantum dalam Larnpiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 1 1  

Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf d merupakan Kawasan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Kawasan yang tidak diatur pada Kawasan Tanpa 
Penyelenggaraan Reklame; 

b. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan/ atau Jembatan 
Pen ye berangan M ultiguna (JPM); 

c. zona pemerintahan (gedung atau halaman milik 
Pemerintah Daerah atau Tentara Nasional Indonesia atau 
Kepolisian Republik Indonesia); 
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d. zona peribadatan; 
e. zona pendidikan; 

f. zona kesehatan; 
g. zona cagar budaya; dan 
h. zona pemakaman. 

Pasal 12 

( 1 )  Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Khusus yang 
bersinggungan dengan Kawasan Kendali Ketat harus 
mengikuti batasan teknis Penyelenggaraan Reklame pada 
Kawasan Kendali Ketat. 

(2) Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Rendah 
yang terletak di dalam Kawasan Khusus harus mengikuti 
batasan teknis Penyelenggaraan Reklame pada Kawasan 
Khusus. 

(3) Penyelenggaraan Reklame pada pos polisi diatur sesuai 
dengan batasan teknis dan tidak diperbolehkan berada 
pada jalur hijau. 

Bagian Ketiga 

Persebaran Titik Reklame 

Pasal 13 

Persebaran Titik Reklame pada Kawasan Penyelenggaraan 
Reklame terdiri atas: 

a. di dalam Sarana dan Prasarana Daerah; dan 
b. di luar Sarana dan Prasarana Daerah. 

Pasal 14 

(  1) Peletakan Reklame di dalam Sarana dan Prasarana 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, 
ditempatkan pada: 
a. JPO; 
b. JPM; 
c. underpass; 

d. fly over; 

e. taman; 
f. Bahu Jalan; 
g. halte atau shelter, 

h. pos polisi; 

1. akses masuk bypass; 

J. transportasi publik dan kendaraan bermotor; dan 
k. mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE). 

(2) Batasan teknis Peletakan Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  tercantum dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal 15 

Peletakan Reklame di luar Sarana dan Prasarana Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat 
ditempatkan pada: 
a. halaman; 
b. bangunan;dan 
c. di atas bangunan. 

Bagian Keempat 

Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame 

Pasal 16 

( 1 )  Kawasan tanpa Penyelenggaraan Reklame merupakan 
Kawasan yang tidak diperkenankan untuk 
Penyelenggaraan Reklame, meliputi tanaman peneduh 
jalan, median jalan, tiang PJU, tiang listrik, dan/atau 
tiang telepon. 

(2) Dikecualikan dari Kawasan tanpa Penyelenggaraan 
Reklame, sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan Reklame yang hanya memuat nama 
atau logo perusahaan sebagai identitas perusahaan 
atau gedung yang beraktivitas di gedung tersebut; 

b. Penyelenggaraan Reklame untuk identitas Anjungan 
Tunai Mandiri (ATM); 

c. Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b yang diselenggarakan di halaman dengan 
menggunakan konstruksi Media Reklame paling luas 
4 m (empat meter persegi); dan 

d. Reklame pada halte/ shelter/mesin TPE yang 
diselenggarakan sesuai dengan batasan teknis. 

(3) Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Kendali Ketat, 
Kawasan Kendali Sedang, Kawasan Kendali Rendah, dan 
Kawasan Khusus yang terletak di dalam dan/atau 
bersinggungan dengan Kawasan Tanpa Penyelenggaraan 
Reklame harus mengikuti batasan teknis pada Kawasan 
Tanpa Penyelenggaraan Reklame. 

Bagian Kelima 
Rancang Bangun Reklame 

Pasal 17  

Penyelenggaraan Reklame Papan/ Billboard dan Reklame 
Elektronik/Digital harus memperhatikan rancang bangun 
Reklame, meliputi: 
a. rancang bangun Reklame harus memenuhi estetika dan 

peraturan teknis yang berlaku; dan 
b. rancang bangun Reklame Elektronik/Digital Berjalan pada 

Kendaraan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas 
Perhubungan Kabupaten Lombok Barat. 
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B AB V  

PEMANFAATAN TITIK REKLAME 

Bagian Kesatu 

Pelelangan Pemanfaatan Titik Reklame 

Pasal 18 

( 1 )  Pemanfaatan Titik Reklame di dalam Sarana dan 
Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 huruf a, dapat diperoleh melalui pelelangan, kecuali 

jenis Reklame Kain. 

(2) Titik Reklame di dalam Sarana dan Prasarana Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(3) Pelelangan pemanfaatan Titik Reklame pada tanah/aset 
milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilaksanakan oleh BPKAD. 

(4) Pelelangan pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

( 1 )  Pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (1 )  dilaksanakan dalam bentuk Sewa 
Titik Reklame. 

(2) Harga Sewa Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 20 

( 1 )  Jangka waktu pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 1 (satu) tahun. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
merupakanjangka waktu Sewa Titik Reklame. 

(3) Jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 )  
terhitung sejak tanggal diterbitkan Izin Penyelenggaraan 
Reklame. 

(4) Apabila jangka waktu pemanfaatan Titik Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  berakhir maka 
pemanfaatan kembali Titik Reklame tersebut harus 
dilakukan melalui pelelangan. 

Bagian Kedua 

Kerja Sama Pemanfaatan Titik Reklame 
Dengan Kompensasi 

Pasal 2 1  

(  1 )  Pemanfaatan Titik Reklame di dalam Sarana dan 
Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
13 huruf a, dapat diperoleh melalui kerja sama. � 
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(2) Kerja sama pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam bentuk 
Kompensasi Penyelenggaraan Reklame untuk membiayai 
pembangunan atau renovasi: 

a. Sarana dan Prasarana Daerah; 

b. Penunjang Kelengkapan Daerah; 

c. media transportasi publik; atau 

d. kegiatan pembangunan lain yang diizinkan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(3) Kerja sama pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan 
pr1ns1p: 

a. tidak merugikan Pemerintah Daerah; 

b. dilakukan hanya untuk kepentingan umum; dan 

c. memenuhi prinsip sebagimana dimaksud dalam Pasal 
3. 

(4) Kerja sama pemanfaatan Titik Reklame sebagimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui: 

a. penawaran dari Pemerintah Daerah kepada 
Penyelenggara Reklame; atau 

b. usulan kerja sama dari Penyelenggara Reklame. 

Pasal 22 

Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1  
ayat (4) huruf a diminati lebih dari 1 (satu) Penyelenggara 
Reklame maka penawaran kerja sama dilakukan melalui 
pelelangan. 

Pasal 23 

( 1 )  Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1  ayat 
(4) huruf b dilakukan dengan mengajukan permohonan 
tertulis kepada Bupati yang dilengkapi dengan proposal 
kerja sama. 

(2) Bupati dapat menolak atau menyetujui permohonan 
kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  setelah 
dilakukan pemaparan proposal oleh pemohon. 

(3) Apabila permohonan kerja sama ditolak maka penolakan 
disampaikan secara tertulis oleh Bupati melalui Kepala 
BPKAD kepada pemohon. 

(4) Apabila permohonan kerja sama disetujui maka 
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perjanjian kerja 
sama pemanfaatan Titik Reklame. 

Pasal 24 

( 1)  Perjanjian kerja sama pemanfaatan Titik Reklame 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1  ayat (4) 
dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala BPKAD dan 
pemohon. 

- 
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(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1 )  paling sedikit memuat: 

a. para pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama; 

b. nama dan lokasi kegiatan pembangunan atau 
renovasi Sarana dan Prasarana Daerah, Penunjang 
Kelengkapan Daerah, atau kegiatan pembangunan 
lain yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah; 

c. biaya dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada hurufb; 

d. Lokasi, jenis Reklame, jumlah Titik Reklame, dan 
ukuran Reklame; 

e. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam 
perjanjian kerja sama; dan 

f. klausul lain yang dianggap perlu. 

(3) Nilai Sewa Titik Reklame dalam rangka kerja sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  paling sedikit setara 
dengan biaya pembangunan atau renovasi Sarana dan 
Prasarana Daerah, Penunjang Kelengkapan Daerah, atau 
kegiatan pembangunan lain. 

(4) Penghitungan biaya pembangunan atau renovasi Sarana 
dan Prasarana Daerah, Penunjang Kelengkapan Daerah, 
atau kegiatan pembangunan lain, dapat dilakukan oleh 
akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 
dengan beban biaya ditanggung oleh pihak pemohon. 

(5) Kerja sama pemanfaatan Titik Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) tertuang dalam APBD. 

Pasal 25 

( 1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 dilaksanakan untukjangka waktu paling lama 5 
(lima) tahun dan berlaku sejak ditandatangani perjanjian 
kerja sama. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dihitung secara proporsional antara Harga Sewa Titik 
Reklame dan biaya pembangunan atau renovasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3). 

(3) Apabila jangka waktu kerja sama pemanfaatan Titik 
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berakhir 
maka pemanfaatan kembali Titik Reklame dilakukan 
melalui pelelangan atau perpanjangan kerja sama 
pemanfaatan Titik Reklame. 

Pasal 26 

Perjanjian kerja sama pemanfaatan Titik Reklame 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 
25 tidak menghapus kewajiban Pajak Reklame dan retribusi 
se bagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah dan retribusi Daerah. 
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Bagian Ketiga 

Kerja Sama Pemanfaatan Titik Reklame 
Tanpa Kompensasi 

Pasal 27 

( 1 )  Dalam hal tertentu, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
kerja sama pemberian hak Penyelenggaraan Reklame 
pada Titik Reklame dalam Sarana dan Prasarana Daerah 
kepada Penyelenggara Reklame tanpa Kompensasi 
dengan Harga Sewa Titik Reklame. 

(2) Kerja sama dengan pemberian hak Penyelenggaraan 
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  dilakukan 
dalam hal: 

a. Penyelenggaraan Reklame membiayai pembangunan 
atau renovasi Sarana dan Prasarana Daerah, 
Penunjang Kelengkapan Daerah, sarana transportasi 
publik, atau kegiatan pembangunan lain yang 
diizinkan oleh Pemerintah Daerah; dan 

b. kegiatan yang dilakukan perusahaan atas 
keikutsertaan dalam program Pemerintah/Pemerintah 
Daerah melalui Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU). 

(3) Biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, menjadi beban dan tanggung jawab 
Penyelenggara Reklame dan perusahaan. 

(4) Penghitungan biaya pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kantor jasa 
penilai publik yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD dengan 
biaya ditanggung Penyelenggara Reklame. 

(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilakukan melalui permohonan tertulis oleh 
Penyelenggara Reklame dengan dilengkapi proposal kerja 
sama kepada Bupati. 

(6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Bupati 
atau Kepala BPKAD dan pemohon. 

(7) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) paling sedikit memuat: 

a. para pihak yang terkait dalam perjanjian kerja sama; 

b. nama dan lokasi kegiatan pembangunan atau 
renovasi Sarana dan Prasarana Daerah, Penunjang 
Kelengkapan Daerah, atau kegiatan pembangunan 
lain yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah; 

c . biaya dan jangka waktu pelaksanaan pembangunan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b; 

d. Lokasi, jenis Reklame, jumlah Titik Reklame, dan 
ukuran Reklame; 

e . hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam 
perjanjian kerja sama; dan ( 
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f.  klausul lain yang dianggap perlu. 

Pasal 28 

( 1 )  Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 27 dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 
5 (lima) tahun dan berlaku sejak ditandatangani 
perjanjian kerja sama. 

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dihitung secara proporsional antara Harga Sewa Titik 
Reklame dan biaya pembangunan atau renovasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a. 

(3) Apabilajangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  berakhir maka pemanfaatan kembali Titik 
Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
melalui pelelangan atau perpanjangan kerja sama 
Penyelenggaraan Reklame. 

Pasal 29 

( 1)  Perjanjian kerja sama Penyelenggaraan Reklame 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak menghapus 
kewajiban membayar Harga Sewa Titik Reklame, Pajak 
Reklame, dan retribusi sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan 
Reklame, perpajakan Daerah, dan retribusi Daerah. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) adalah kegiatan yang dilakukan 
perusahaan atas keikutsertaan dalam program 
Pemerintah/Pemerintah Daerah melalui TJSLDU. 

(3) Terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 
penghargaan oleh Pemerintah Daerah berupa: 

a. pemasangan Reklame logo/papan nama identitas 
perusahaan pada lokasi TJSLDU; dan 

b . pemasangan Reklame logo/papan nama identitas 
perusahaan pada obyek hibah TJSLDU yang 
diserahterimakan menjadi barang milik Daerah. 

(4) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan jangka 
waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak 
ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan selanjutnya 
dapat diperpanjang. 

Pasal 30 

( 1) Penyelenggaraan Reklame di luar Sarana dan Prasarana 
Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan 
atau perjanjian sewa menyewa Lokasi dari pihak pemilik 
lahan/bangunan gedung atau pihak pengelola Kawasan 
Khusus. 

- 
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Persetujuan atau perjanjian 
sebagaimana dimaksud pada 
persyaratan untuk pengajuan 
Penyelenggaraan Reklame. 

sewa menyewa Lokasi 
ayat (1 )  merupakan 

permohonan perizinan 

BAB VI 

PENYELENGGARAAN REKLAME 

Bagian Kesatu 

Etika Penyelenggaraan Reklame 

Pasal 31 

(  1) Setiap Penyelenggaraan Reklame dalam Sarana dan 
Prasarana Daerah, harus mematuhi ketentuan dalam 
Peraturan Bupati ini, termasuk: 

a. pola persebaran dan batasan teknis yang ditetapkan; 

b. norma keagamaan, etika, kesopanan, kesusilaan, 
estetika, keindahan, ketertiban umum, keamanan, 
kesehatan, dan lingkungan; dan 

c. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
pada Reklame. 

(2) Setiap Reklame dapat diselenggarakan atau dipasang 
setelah memiliki perizinan dan membayar kewajiban 
pajak Daerah, retribusi Daerah, dan penerimaan lain-lain 
yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Penyelenggara Reklame 

Pasal 32 

(1 )  Penyelenggara Reklame meliputi: 

a. perusahaan jasa periklanan/ biro Reklame; dan 

b. pemilik Reklame atau pemilik produk. 

(2) Perusahaan jasa periklanan/biro Reklame merupakan 
badan yang bergerak di Media jasa periklanan yang 
bertindak baik atas nama sendiri atau atas nama pihak 
lain yang menjadi tanggungannya. 

(3) Perusahaan jasa periklanan/biro Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus terdaftar pada Bapenda. 

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan surat permohonan tertulis dari 
Penyelenggara Reklame disertai dokumen, sebagai 
berikut: 

a. orang pribadi: 

1 .  fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), 
atau paspor; dan 

2. surat kuasa pengurusanjika dikuasakan. 

- 
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b. badan: 

1 .  fotokopi akta pendirian perusahaan dan 
perubahannya; 

2 .  fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

4. fotokopi Surat Izin Jasa Usaha Konstruksi (SIUJK) 
untuk pelaksanaan atau yang dipersamakan; dan 

5. fotokopi bukti menggunakan tenaga ahli paling 
rendah golongan B Media konstruksi untuk 
perencanaan berupa fotokopi Izin Pelaku Teknis 
Bangunan (IPTB) atau yang dipersamakan. 

(5) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilengkapi dengan: 

a. fotokopi tanda daftar usaha (TDP); 

b. fotokopi domisili perusahaan; 

c. fotokopi pelunasan pajak bumi 
pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) 
workshop; 

d. fotokopi surat perjanjian sewa menyewa jika kantor 
dan/ atau workshop menyewa; dan 

e. foto keadaan kantor dan/ atau workshop. 

(6) Tata cara penetapan dan pembatalan perusahaan jasa 
periklanan/biro Reklame terdaftar diatur lebih lanjut 
dengan keputusan kepala Bapenda. 

Pasal 33 

Pemilik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
( 1)  huruf b merupakan orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama sendiri. 

Pasal 34 

Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32 ayat ( 1 )  wajib: 

a. membayar Pajak Reklame dan retribusi Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. membayar Harga Sewa Titik Reklame untuk Reklame yang 
diselenggarakan di dalam Sarana dan Prasarana Daerah; 

c. membayar pungutan penerimaan lain-lain yang sah yang 
berasal dari sewa lahan/bangunan gedung untuk 
Penyelenggaraan Reklame di luar Sarana dan Prasarana 
Daerah; 

d. membayar jaminan bongkar yang besarannya sesuai 
dengan jenis reklame, kontruksi, dan ukurannya; 

e . menyajikan naskah Reklame dalam bahasa Indonesia yang 
baik dan benar dengan ketentuan apabila dalam naskah 
Reklame mencantumkan bahasa asing maka 
pencantuman bahasa asing diletakkan di bagian bawah 
pada naskah Reklame bahasa Indonesia; 

dan bangunan 
kantor dan/atau 
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f. menempelkan tanda lunas Pajak Reklame pada Media 
Reklame atau sisi lain yang dapat dilihat oleh umum; 

g. mencantumkan nama perusahaan jasa periklanan/biro 
Reklame apabila Reklame diselenggarakan oleh 
perusahaan jasa periklanan/biro Reklame yang diletakkan 
di bagian ambang bawah Media Reklame; 

h. mencantumkan masa berlaku izin yang diletakkan di 
bagian ambang bawah Media Reklame baik yang 
diselenggarakan oleh perusahaan jasa periklanan/biro 
Reklame maupun oleh Penyelenggara Reklame sendiri; 

1. memastikan dan memberikan jaminan bahwa konstruksi 
dalam keadaan kuat dan kokoh; 

j .  memelihara secara berkala Konstruksi Reklame, Media 
Reklame, dan instalasi listrik, agar selalu berada dalam 
keadaan baik yang disertai laporan hasil pemeriksaan dan 
pemeliharaan rutin paling sedikit 6 (enam) bulan sekali 
yang diserahkan kepada Disperkim; 

k. membongkar sendiri Konstruksi Reklame dan Media 
Reklame setelah berakhirnya Izin Penyelenggaraan 
Reklame atau setelah Izin Penyelenggaraan Reklame 
dicabut dan tidak lagi digunakan untuk Penyelenggaraan 
Reklame atau secara teknis usia konstruksi dan Media 
Reklame tidak layak lagi; 

1. menutup semua sisi samping kanan dan kiri, sisi bawah 
dan atas, serta di belakang Media Reklame dengan bahan 
dan teknik tertentu, agar Reklame tidak roboh dan terjaga 
keindahannya; 

m. mengasuransikan Bangunan Reklame jenis billboard 
dengan ukuran di atas 24 m? (dua puluh empat) meter 
persegi dan Reklame jenis large elektronic display dengan 
ukuran luas di atas 10 m? (sepuluh meter persegi) dengan 
jenis asuransi all risk yang mencakup perlindungan 
terhadap Penyelenggaraan Reklame dan pihak lain yang 
terkena akibat kecelakaan Penyelenggaraan Reklame; 

n. bertanggung jawab dan menanggung segala risiko 
terhadap pihak lain yang mengalami kecelakaan akibat 
Penyelenggaraan Reklame; 

o. mengintegrasikan sistem informasi program tayangan 
dengan sistem informasi Pemerintah Daerah dalam 
Penyelenggaraan Reklame Elektronik/Digital; dan 

p. menyediakan dan mengoperasikan CCTV, khusus untuk 
Penyelenggaraan Reklame Elektronik/Digital. 

Pasal 35 

Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32 ayat ( 1 ) ,  dilarang: 
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a. menyelenggarakan Reklame rokok atau zat adiktif baik di 
dalam ruangan (indoor) maupun di luar ruangan (outdoor), 
kecuali pada tempat hiburan yang menerapkan 
pembatasan usia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan 
pada pemutaran film di dalam ruangan (indoor) yang tidak 
memperbolehkan ditonton oleh anak-anak; 

b. menyelenggarakan Reklame di media luar ruang yang 
tidak diletakkan sejajar dengan Bahu Jalan dan tidak 
boleh memotong jalan atau melintang; 

c. menyelenggarakan Reklame komersial dan non komersial 
pada zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  ayat ( 1 ) ;  

d. menyelenggarakan Reklame makanan/ minuman 
beralkohol kecuali pada tempat tertentu yang diizinkan 
menjual makanan/ minuman beralkohol; 

e. menyelenggarakan Reklame yang bertentangan dengan 
prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta 
estetika dan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (2); 

f. menyelenggarakan Reklame di Bahu Jalan, di atas 
bantaran kali atau sungai, termasuk Bahu Jalan pintu 
gerbang bypass, kecuali yang berada dan/ atau menempel 
pada JPO dan JPM di luar Sarana dan Prasarana Daerah, 
dan pada jembatan jalan layang atau fly over serta 
underpass; 

g. menyelenggarakan Reklame dengan Konstruksi Reklame 
menembus atap dan/ atau dinding bangunan rumah/ 
gedung; 

h. menyelenggarakan Reklame pada area di bawah Saluran 
Udara Tegangan Tinggi (SUIT)/Saluran Udara Tegangan 
Ekstra Tinggi (SUTET)/Saluran Kabel Tegangan Tinggi 
(SKIT) berada dalam jarak kurang dari 25 (dua puluh 
lima) meter dari garis proyeksi SKIT dimaksud; 

1. menyelenggarakan Reklame pada tempat tertentu yang 
dapat menghalangi alat pemantauan (CCTV atau jenis 
lainnya) yang ditujukan untuk keamanan Negara; 

j .  mengalihkan atau memindahtangankan Izin 
Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain; dan 

k. menyelenggarakan Reklame pada konstruksi menara 
telekomunikasi. 

Pasal 36 

Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 
dikenakan sanksi berupa: 

a. apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf d 
maka tidak dapat dikeluarkan Izin Penyelenggaraan 

V 
Reklamenya; 
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b. apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 huruf e sampai dengan huruf h 
dan Pasal 35 maka akan dikeluarkan surat teguran; 

c. apabila surat teguran sebagaimana dimaksud oleh huruf b 
telah dilayangkan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak 
diindahkan maka Reklame dimaksud dapat dilakukan 
pembongkaran; dan 

d. apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 
38 huruf i sampai huruf p maka Reklame dimaksud dapat 
dilakukan pembongkaran. 

Bagian Ketiga 
Informasi Program Pemerintah/Pemerintah Daerah 

Pasal 37 

( 1 )  Setiap Penyelenggaraan Reklame Elektronik/ Digital 
dalam bentuk megatron/ videotron/ large electronic display 
harus mengalokasikan tayangan untuk informasi 
program Pemerintah/Pemerintah Daerah. 

(2) Pengalokasian tayangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) 
dari total durasi waktu tayang per hari per media 
Reklame berdasarkan kesepakatan tertulis antara 
Pemerintah Darah dan Penyelenggara Reklame. 

Pasal 38 
( 1)  Penayangan informasi program Pemerin tah / Pemerin tah 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur 
sebagai berikut: 
a. bahan materi tayangan berupa visual dan teks yang 

dibuat oleh Pemerintah Daerah; dan 

b. informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah 
ditayangkan pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 
pukul 21 .00 WITA, dengan jumlah tayangan sebanyak 
30% (tiga puluh persen) dari jumlah tayangan 
permedia Reklame. 

(2) Bahan materi tayangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf a dibuat oleh Perangkat Daerah. 

(3) Bahan materi tayangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terlebih dahulu dikonsultasikan dengan 
Diskominfotik. 

(4) Kepala Diskominfotik melakukan koordinasi dengan 
Penyelenggara Reklame untuk keperluan penayangan 
informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah. 

(5) Setiap Penyelenggaraan Reklame Elektronik/Digital 
memberikan hak akses unggah/unduh materi tayangan 
informasi program Pemerintah/Pemerintah Daerah 
kepada Diskomifotik pada waktu yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf ( 
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Pasal 39 

( 1) Reklame Elektronik/ Digital dipublikasikan pada media 
informasi Pemerintah Daerah. 

(2) Publikasi pada media informasi Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dapat dilakukan 
setelah Penyelenggara Reklame Elektronik/ Digital 
membuka interkoneksi akses data dan informasi Media 
Reklame Elektronik/ Digital. 

(3) Interkoneksi akses data dan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka 
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak 
izin dikeluarkan. 

Pasal 40 

( 1 )  Setiap Penyelenggaraan Reklame Elektronik/Digital 
dengan ukuran luas Media Reklame lebih dari 10 m? 
(sepuluh meter persegi) harus mengintegrasikan sistem 
operasional tayangan dengan sistem informasi 
Pemerintah Daerah. 

(2) Pengintegrasian sistem operasional tayangan dengan 
sistem informasi Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan ketentuan 
setiap Penyelenggara Reklame Elektronik/Digital harus 
memiliki sistem informasi dan membuka interkoneksi 
akses data dan informasi Media Reklame yang 
diintegrasikan dengan sistem informasi Pemerintah 
Daerah. 

(3) Pelaksanaan integrasi sistem informasi Media Reklame 
Elektronik/Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersinergi dengan sistem informasi pada Diskominfotik. 

( 4) In tegrasi sistem informasi se bagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) meliputi: 

a. data pengelola/Penyelenggara Reklame; 

b. data Lokasi penempatan Reklame (dilengkapi dengan 
koordinat sesuai data global positioning system); 

c. data ukuran Media Reklame; 

d. data pengguna atau penyewa Media Reklame; 

e . jenis iklan; 

f. durasi; 
g. tarif/nilai kontrak Reklame; dan 

h. waktu penayangan Reklame. 

Pasal 41  

(  1 )  Setiap Penyelenggara Reklame Elektronik/ Digital harus 
memasang CCTV untuk setiap media elektronik/ digital 
sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah, berikut infrastruktur jaringan dan 
sistem monitoring yang diintegrasikan/ diakses dengan 
sistem pada Diskominfotik melalui program Smart O f 

- 
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(2) Pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
digunakan untuk memonitor Reklame yang ditayangkan 
dan memonitor keadaan di sekitar lingkungan. 

(3) Pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilakukan pada Media Reklame Elektronik/Digital berupa 
videotron/ large electronik display dengan ukuran luas 
Media Reklame lebih dari 10 m (sepuluh meter persegi). 

(4) Dalam pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), tayangan CCTV dipublikasikan pada media 
informasi Pemerintah Daerah. 

(5) Pihak Penyelenggara Reklame Elektronik/Digital harus 
merekam tayangan CCTV paling sedikit 3 (tiga) hari 
berturut-turut dan memberikan akses untuk 
pemantauan, pengawasan, dan pendokumentasian oleh 
Pemerintah Daerah. 

(6) Publikasi pada media informasi Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan 
setelah Penyelenggara Reklame Elektronik/ Digital 
membuka interkoneksi akses data dan informasi CCTV 

dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala 
Diskominfotik dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari kalender sejak Izin Penyelenggaraan Reklame 
dikeluarkan. 

(7) Apabila terdapat biaya dalam pembukaan interkoneksi 
akses data dan informasi CCTV kepada Pemerintah 
Daerah maka sepenuhnya menjadi tanggungan 
Penyelenggara Reklame. 

(8) Seluruh CCTV dan infrastruktur jaringan yang 
disediakan oleh Penyelenggara Reklame Elektronik/ 
Digital harus melakukan perekaman selama 1 (satu) 
minggu secara aktif dan dapat diakses setiap hari selama 
24 (dua puluh empat) jam oleh Pemerintah Daerah. 

(9) Pemasangan CCTV disesuaikan dengan kondisi Media 
Reklame dan pemilihan titik pemasangan CCTV 

ditentukan/ disetujui oleh Pemerintah Daerah. 
BAB VII 

PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 42 
( 1 )  Setiap Penyelenggaraan Reklame di dalam dan di luar 

Sarana dan Prasarana Daerah harus mendapat Izin 
Penyelenggaraan Reklame dari Bupati atau Kepala 
DPMPTSP. 

(2) Setiap Penyelenggaraan Reklame di dalam bangunan 
(indoor) harus mendapat Izin Penyelenggaraan Reklame 
dari Bupati atau Kepala DPMPTSP. / 

......__ 
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(3) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  untuk ukuran luas Media reklame lebih dari 
10 m2 (sepuluh meter persegi) diterbitkan setelah 
memenuhi persyaratan, sebagai berikut: 

a. memiliki TLB-BR; 

b. melunasi Pajak Reklame tahun pajak berjalan, serta 
melunasi seluruh piutang pajak Daerah yang 
dibuktikan dengan surat keterangan lunas 
pembayaran pajak Daerah yang diterbitkan oleh 
Bapenda;dan 

c. melunasi Harga Sewa Titik Reklame bagi 
Penyelenggaraan Reklame yang diperoleh melalui 
pelelangan dan/ atau kerja sama atau melunasi 
pungutan penerimaan lain-lain yang sah untuk 
Penyelenggaraan Reklame di luar Sarana dan 
Prasarana Daerah. 

( 4) Izin Penyelenggaraan Reklame se bagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan, 
sebagai berikut: 

a. melunasi Pajak Reklame tahun berjalan dan seluruh 
piutang pajak Daerah yang dibuktikan dengan surat 
keterangan lunas pembayaran pajak Daerah yang 
diterbitkan oleh Bapenda; dan 

b. melunasi pungutan penerimaan lain-lain yang sah 
untuk Penyelengaraan Reklame di luar Sarana dan 
Prasarana Daerah. 

(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ) ,  yaitu: 

a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Daerah 
yang hanya memuat nama atau informasi Pemerintah 
Daerah; 

b. Penyelenggaraan Reklame yang memuat nama tempat 
ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti 
asuhan, dan yayasan sosial dengan ketentuan 
ukuran luas Media Reklame tidak melebihi 4 m 

(empat meter persegi); dan 

c. Penyelenggaraan Reklame yang memuat nama 
pekerjaan atau perusahaan yang menempati tanah 
dan/ atau bangunan dimana Reklame terse but 
diselenggarakan dengan ketentuan ukuran luas 
Media Reklame tidak melebihi 10 m (sepuluh meter 
persegi). 

Bagian Kedua 

Pelayanan Perizinan Penyelenggaraan Reklame 

Pasal 43 

( 1 )  Pelayanan perizinan Penyelenggaraan Reklame 
dilaksanakan melalui loket yang berada pada DPMPTSP. 

V 
- 
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(2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame diajukan 
kepada Bupati melalui loket sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) untuk kemudian dilakukan penelitian. 

(3) Dalam hal hasil penelitian permohonan Izin 
Penyelenggaraan Reklame beserta persyaratannya tidak 
memenuhi persyaratan, petugas loket mengembalikan 
dokumen permohonan beserta persyaratannya pada saat 
diajukannya permohonan. 

(4) Penyelenggara Reklame dapat mengajukan kembali 
pemohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) setelah melengkapi kekurangan 
persyaratan. 

Pasal 44 

Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 diajukan dengan memenuhi 
persyaratan, sebagai berikut: 

a. surat permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dari 
pemohon dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini; 

b. Keputusan Kepala Bapenda tentang penetapan sebagai 
perusahaan jasa periklanan/biro Reklame (jika diurus oleh 
perusahaan jasa periklanan atau biro Reklame); 

c. bukti status kepemilikan lahan: 

1 .  apabila Titik Reklame berada di lahan milik 
pemerintah/Pemerintah Daerah maka harus dilengkapi 
dengan rekomendasi teknik tatanan lahan dan 
persetujuan pemanfaatan lahan dari pemerintah/ 
Pemerintah Daerah terkait; 

2.  apabila Titik Reklame berada di lahan milik Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) maka harus dilengkapi dengan surat 
perjanjian penempatan papan iklan dengan BUMN / 
BUMD; 

3.  apabila Titik Reklame berada di lahan sendiri maka 
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan 
(sertifikat hak milik atau hak guna bangunan, girik) 
atau bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan tahun terakhir; dan 

4.  apabila Titik Reklame berada di lahan swasta maka 
harus dilengkapi dengan: 

a) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik/ 
pengelola bangunan (bermaterai); 

b) perjanjian sewa antara pemohon/pemilik Reklame 
dengan pemilik/ pengelola bangunan; dan 

c) denah Lokasi Pemasangan Titik Reklame; 

d. foto lokasi Titik Reklame dari 3 (tiga) sudut pandang; 

e. fotokopi identitas pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) atau Surat lzin Mengemudi (SIM) atau paspor; _< 

- 
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(3) Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan paling lama 90 
(sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
permohonan Penyelenggaraan Reklame baru dengan 
persyaratan lengkap. 

(4) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari 
kerja DPMPTSP belum memproses dan/ atau menerbitkan 
Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) maka permohonan dianggap diterima dan 
Kepala DPMPTSP harus menerbitkan Izin 
Penyelenggaraan Reklame berdasarkan permohonan dan 
kelengkapan persyaratan yang telah disampaikan oleh 
Penyelenggara Reklame. 

Pasal 46 

( 1 )  Jangka waktu berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame 
paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya 
Izin Penyelenggaraan Reklame. 

(2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1 )  termasuk TLB-BR. 

Bagian Ketiga 

Pembatalan Izin Penyelenggaraan Reklame 

Pasal 47 

( 1)  Izin Penyelenggaraan Reklame dibatalkan apabila: 

a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah/ 
Pemerintah Daerah; 

b. atas keinginan Penyelenggara Reklame sendiri; 

c. terdapat perubahan desain; dan 

d. secara nyata menghalangi pandangan (view) obyek 
lain di lingkungan pemanfaatan Titik Reklame dengan 
dibuktikan berita acara dari Perangkat Daerah teknis. 

(2) 

(3) 

(4) 

Terhadap pembatalan Izin Penyelenggaraan Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a, 
Penyelenggara Reklame harus memindahkan Reklame ke 
Lokasi lain dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan 
dengan biaya pemindahan dibebankan kepada 
Penyelenggara Reklame. 

Dalam hal pemindahan Reklame ke Lokasi lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat terhadap 
Harga Sewa Titik Reklame dan Pajak Reklame kurang 
dibayar maka Penyelenggara Reklame harus membayar 
kekurangan tersebut untuk sisa waktu yang belum 
dimanfaatkan akibat pemindahan Reklame. 

Dalam hal pemindahan Reklame ke Lokasi lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat terhadap 
lebih bayar Harga Sewa Titik Reklame dan Pajak Reklame 
maka kelebihan pembayaran tersebut dapat diminta 
kembali oleh Penyelenggara Reklame. 
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BAB VIII 

BJB REKLAME 

Bagian Kesatu 

Pembayaran dan Tarif BJB Reklame 

Pasal 48 

( 1) Setiap Penyelenggara Reklame harus membongkar sendiri 
Reklame yang dipasang setelah masa berlaku Izin 
Penyelenggaraan Reklame berakhir. 

(2) Setiap pemasangan Reklame dikenakan BJB Reklame. 

(3) Pembayaran BJB Reklame sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran 
Pajak Reklame. 

(4) Setiap perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame tidak 
dikenakan Pembayaran BJB Reklame apabila 
pembayaran Pajak Reklame dilakukan tepat waktu. 

(5) Dalam hal perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi penambahan 
nilai pajak dan nilai Konstruksi Reklame berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan maka 
pemegang izin harus menambah kekurangan BJB 
Reklame. 

Pasal 49 

( 1 )  Besarnya BJB Reklame untuk Reklame insidental 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak. 

(2) Besarnya BJB Reklame untuk Reklame tetap sebesar 
10% ( sepuluh persen) dari nilai konstruksi. 

(3) Besarnya BJB Reklame untuk Reklame di dalam ruangan 
atau gedung sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai 
jaminan bongkar yang berlaku untuk Reklame di luar 
ruangan atau gedung. 

(4) Besarnya BJB Reklame untuk Reklame tetap yang 
dilakukan kerja sama dan konstruksi tempat 
pemasangan Reklame menjadi aset Daerah setelah 
berakhimya masa kerja sama maka besarnya BB 
Reklame 10% (sepuluh persen) dari nilai media Reklame. 

(5) Nilai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(6) Reklame yang menurut ketentuan tidak dikenakan Pajak 
Reklame tetap harus membayar BJB Reklame. 

- 
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Bagian Kedua 

Pengelolaan BJB Reklame 

Pasal 50 

( 1) Bupati menunjuk Kepala BPKAD untuk melakukan 
Pengelolaan BJB Reklame; 

(2) Pengelolaan BJB Reklame dibedakan dengan pengelolaan 
keuangan yang diperoleh dari Pajak Daerah dan/ atau 
Retribusi Daerah; 

(3) Pengelolaan BJB dilakukan oleh Bendahara Umum 
Daerah; 

(4) BJB disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

Pasal 51  

(  1) BJB Reklame dapat diambil oleh pemegang izin yang 
membongkar sendiri Reklamenya. 

(2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sampai batas waktu berakhirnya masa Izin 
Penyelenggaraan Reklame, maka BJB Reklame tidak 
dapat diambil. 

(3) Pemegang izin tidak membongkar sendiri Reklamenya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Disperkim 
melakukan pembongkaran tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu. 

Pasal 52 

( 1)  Pengelolaan BJB Reklame merupakan bagian dari 
pengelolaan kas transitoris. 

(2) Kas transitoris sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
merupakan kas non anggaran yang diterima dan bersifat 
transit untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang 
telah ditentukan. 

(3) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pemegang izin 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 51  ayat (2), maka BJB 
tersebut di formulasikan dalam program, kegiatan dan 
sub kegiatan Disperkim 

Bagian Ketiga 

Pengembalian BJB Reklame 

Pasal 53 

( 1 )  Setiap pemegang izin yang telah melakukan 
pembongkaran Reklame dapat mengajukan permohonan 
Pengembalian BJB Reklame pada Disperkim. u 

- 
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(2) Persyaratan Pengembalian BJB Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas: 

a. Permohonan pencairan BJB; 

b. Kartu identitas penerima dan nomor rekening yang 
dituju; 

c. Kuitansi asli penyetoran BJB; 

d. Surat keterangan atau rekomendasi yang menyatakan 
bahwa pihak ketiga sudah menyelesaikan 
kewajibannya dari Disperkim; 

e. Surat perintah pencairan BJB. 

BAB IX 

PAJAK DAERAH 

Pasal 54 

( 1)  Setiap Penyelenggaraan Reklame wajib membayar Pajak 
Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan tentang perpajakan Daerah. 

(2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibayarkan pemohon pada saat sebelum dikeluarkan Izin 
Penyelenggaraan Reklame. 

Pasal 55 

Tidak termasuk Objek Pajak Reklame adalah: 

a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, 
warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan 
sejensnya; 

b. Penyelenggaraan Reklame yang mengenai pemilikan atau 
peruntukan tanah, dengan ketentuan luas bidang Reklame 
tidak melebihi ¼ m2 (satu per empat meter persegi), dan 
diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang 
bersangkutan; 

c. Penyelenggaraan Reklame yang memuat nama atau 
pekerjaan orang atau badan, dengan ketentuan luas 
bidang Reklame tidak melebihi 2 m? (dua meter persegi), 
dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan yang 
bersangkutan; dan 

d. Penyelenggaraan Reklame yang memuat lembaga yang 
bergerak di bidang pemerintahan, peribadatan, 
pendidikan, kesehatan, cagar budaya, dan pemakaman 
dengan ketentuan luas bidang Reklame tidak melebihi 4 
m? (empat meter persegi), dan diselenggarakan di atas 
tanah atau bangunan yang bersangkutan. 
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B AB X  

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENERTIBAN REKLAME 

Bagian Kesatu 

Pengawasan 

Pasal 56 

( 1 )  Pengawasan dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan 
Penyelenggara Reklame terhadap kewajiban yang melekat 
dalam Penyelenggaraan Reklame meliputi kepatuhan: 

a. Penyelenggara Reklame dalam melaksanakan 
Peraturan Bupati ini; 

b. pelaksanaan pelelangan dan kerja sama pemanfaatan 
Titik Reklame; 

c. kewajiban pembayaran Sewa Titik Reklame dan 
penerimaan lain-lain; 

d. pembayaran Pajak Reklame; 

e. Izin Penyelenggaraan Reklame; 

f. kondisi kelayakan Konstruksi Reklame; atau 

g. masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame. 

(2) Kepala BPKAD mengoordinasikan Pengawasan sebagai­ 
mana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b dan huruf c. 

(3) Kepala Bapenda mengoordinasikan Pengawasan sebagai­ 
mana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d. 

(4) Kepala DPMPTSP mengoordinasikan Pengawasan seba­ 
gaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a dan huruf e. 

(5) Kepala Disperkim mengoordinasikan Pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf f dan huruf g. 

Bagian Kedua 

Pengendalian 

Pasal 57 

( 1)  Pengendalian Penyelenggaraan Reklame meliputi: 

a. aspek kesesuaian dengan pola Peletakan Reklame dan 
batasan teknis; 

b . aspek kesesuaian konstruksi; 

c. aspek perizinan Penyelenggaraan Reklame; 

d. aspek Pajak Reklame; dan 

e. aspek kelayakan konstruksi. 

(2) Kepala DPMPTSP mengoordinasikan Pengendalian pada 
aspek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a, 
huruf b, dan huruf c. 

(3) Kepala Bapenda mengoordinasikan Pengendalian pada 
aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf " 4 

- 
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(4) Kepala Disperkim mengoordinasikan Pengendalian pada 
aspek sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf e. 

(5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilakukan mulai dari perencanaan, pemenuhan 
kewajiban pembayaran pungutan Daerah, penertiban 
perizinan Penyelenggaraan Reklame, dan kondisi 
eksisting di Lokasi Reklame terselenggara. 

( 6) Pengendalian Penyelenggaraan Reklame se bagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan hasil 
evaluasi secara periodik setiap bulan. 

(7) Hasil pelaksanaan Pengendalian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dilaporkan setiap tanggal 1 5  (lima belas) 
pada bulan berikutnya oleh masing-masing koordinator 
kepada Ketua Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan 
Reklame. 

Bagian Ketiga 

Penertiban 

Pasal 58 

( 1)  Penertiban Reklame dilakukan terhadap Penyelenggaraan 
Reklame yang: 

a. tidak memiliki izin; 

b. telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang; 

c. tidak membayar Sewa Titik Reklame dan pungutan 
penerimaan lain-lain yang sah; 

d. tidak membayar Pajak Reklame; 

e. terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin 
yang telah diberikan; 

f. Peletakan, bentuk, dan ukuran Media Reklame tidak 
sesuai TLB-BR; dan 

g. tidak terawat dengan baik. 

(2) Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dapat berupa: 

a. penurunan Reklame tertayang; 

b. pembongkaran Konstruksi Reklame beserta 
pondasinya; 

c. pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame; dan 

d. pencabutan keputusan penetapan perusahaan jasa 
periklanan / biro Reklame terdaftar. 

Pasal 59 

( 1)  Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame dapat 
dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  mempunyai 
tugas dan wewenang sebagai bemkue 
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a. melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian 
Penyelenggaraan Reklame pada aspek perencanaan, 
pelaksanaan kepatuhan kewajiban pembayaran 
sesuai ketentuan, dan aspek perizinan 
Penyelenggaraan Reklame; 

b. melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian 
Penyelenggaraan Reklame terpasang; 

c. melakukan evaluasi hasil laporan Pengawasan dan 
Pengendalian dari masing-masing koordinator; 

d. melaksanakan penertiban Reklame; 
e. mengusulkan penganggaran penertiban Reklame 

kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk 
menganggarkan penertiban Reklame; 

f. mengusulkan sanksi administratif berupa pencabutan 
keputusan sebagai perusahaan jasa periklanan/biro 
Reklame terdaftar kepada Kepala Bapenda; 

g. mengusulkan kepada Bupati untuk perbaikan sistem 
dan mekanisme Penyelenggaraan Reklame; 

h. membuat data Reklame yang akan diterbitkan yang 
bersumber dari Perangkat Daerah terkait; dan 

1. membuat laporan secara periodik kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan tugas 
Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Reklame. 

Pasal 60 

Pelaksanaan penertiban Reklame sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 58 dilaksanakan oleh Tim Penertiban Terpadu 
Penyelenggaraan Reklame berdasarkan laporan hasil 
Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56 dan Pasal 5 7. 

Pasal 61 

(  1)  Penertiban Reklame dilakukan oleh Tim Penertiban 
Terpadu Penyelenggaraan Reklame dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. melakukan evaluasi laporan hasil Pengawasan dan 

Pengendalian Reklame yang akan ditertibkan; 
b . mengusulkan koordinator /Perangkat Daerah terkait 

untuk menerbitkan surat pemberitahuan atau surat 
peringatan penertiban/pembongkaran Reklame 
sendiri dalam jangka waktu 3:x24 jam sejak tanggal 
diterima oleh Penyelenggara Reklame; 

c. surat pemberi tahuan atau surat peringatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b diterbitkan dan 
disampaikan paling sedikit 3 (tiga) kali; 

d. apabila setelah disampaikannya surat pemberitahuan 
atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf c, Penyelenggara Reklame tidak menertibkan 
atau membongkar sendiri Reklamenya maka / 
dilakukan penertiban; dan yr 

- 
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e. hasil penertiban berupa konstruksi beserta rangka 
Media Reklame dan barang lainnya yang melekat 
dalam Penyelenggaraan Reklame tersebut menjadi 
aset Pemerintah Daerah. 

(2) Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame 
melaporkan hasil penertiban/pembongkaran kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penertiban 
Reklame dilaksanakan. 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 62 

( 1)  Terhadap Izin Penyelenggaraan Reklame dan Pajak 
Reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku 
sampai dengan berakhirnya masa Izin Penyelenggaraan 
Reklame atau masa Pajak Reklame. 

(2) Terhadap Izin Penyelenggaraan Reklame atau izin yang 
dipersamakan termasuk TLB-BR dan Pajak Reklame yang 
telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati 
ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 
berakhirnya masa Izin Penyelenggaraan Reklame atau 
izin yang dipersamakan. 

(3) Untuk proses perizinan Reklame yang tidak sesuai dengan 
ketentuan namun telah memiliki izin lama yang 
diterbitkan oleh DPMPTSP, diberikan masa transisi paling 
lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati 
1n1. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal63 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan 
Bupati Nomor 06B Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 
2013 Nomor 06B) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 06B Tahun 20 13  
tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten 
Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 49), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 64 

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

Ditetapkan di Gerung 
pada tanggal 3 o  6 l b % e c  · o a 3  

/r3UPATI WMBOK BARATr 

� H. FAUZAN HALID 
Diundangkan di Gerung 
pada tanggal o o k t «r  0 9 2 &  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, 

H. ILHAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR G 8 
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LAMPIRAN V 

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT 

NOMOR TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN REKLAME 

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME 

KOP PERUSAHAAN/ LEMBAGA 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

1 (satu) Gabung 
Permohonan Izin 
Penyelenggaraan Reklame 

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun 

Kepada 
Yth. Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
Kabu paten Lombok Barat 

di ­ 

Labuapi 

[lBa []Pera»area 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

a. Nama Pemohon : 

b. Alamat Pemohon: 

: 1 (Satu) Sisi (Penerangan/Tanpa enerangan) 

Tanggal: : Nomor: 

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk diberikan Izin 
Penyelenggaraan Reklame dengan data - data Perusahaan sebagai berikut : 

a. Nama Perusahaan 

b. Alamat Perusahaan 

c. Lokasi Penyelenggaraan 

d. Jenis Reklame 

e. Izin Sebelumnya 
f. Jumlah Sisi/Bidang 
g. Ukuran 

h. Jangka W aktu : 1 (Satu) Tahun Jumlah Reklame 1 (Satu) Unit 

1. Jenis Promosi/Konten/Isi : 
j .  Sifat Penyelenggaraan 
k. Status Lahan 

: Permanen/Non Permanen 

Hak Milik/ Pemda/Swasta 

No . 

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini kami lampirkan 
kelengkapan yang dipersyaratkan, sebagai berikut: 
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1 .  Permohonan Bermaterai; 

2. Surat Pernyataan kesanggupan apabila media/space/wadah reklame 
direlokasi dan/ atau tutup untuk kepentingan umum dan/ atau 
Pemerintah; 

3. Rekomendasi dari Dinas Teknis Terkat; 

4. Bukti Lunas Pajak Rekalme; 

5. Bukti Lunas Pembayaran Jaminan Bongkar; 

6. Fotokopi KTP (Pimpinan Perusahaan/Penanggungjawab); 

7. Fotokopi NPWP (Pribadi/Badan Usaha); 

8. Nomor Induk Berusaha/lzin Usaha; 

9. Stopmap Snelhecter warna merah; 

10.  Izin Reklame yang telah habis masa berlakunya 

1 1 .  Surat Kuasa Pengurusan Izin (bagi pemohon yang mewakilkan 
pengurusan Izin)* 

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan 
disampaikan terima kasih. 

Pemohon, 

Materai 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ALID H.FAUZAN 

/BUPATI 1;°MBOK BARAT f 


